SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf

d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari
Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten;

bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa perlu
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun

2017,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5414);



. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor
12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA

KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintahan Desa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan lain, adalah

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang selanjutnya disebut
dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka melaksanakan Desentralisasi.



11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah perolehan
bagian Keuangan Desa dari Kabupaten.

14. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah
dana minimal yang diterima oleh setiap Desa dan dibagikan dengan
jumlah yang sama menurut asas merata.

15. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP
merupakan yang diterima suatu desa dan ditentukan berdasarkan
perkalian total Dana Variabel yang ditetapkan oleh APBD dengan porsi
Desa yang bersangkutan menurut asas keadilan.

16. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Desa, adalah dokumen perencanaan Desa
untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai Penghasilan Tetap bagi perangkat
Desa, operasional Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Jumlah dana yang dialokasikan berjumlah Rp 61.541.080.200,- (Enam
Puluh Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Puluh Ribu
Dua Ratus Rupiah) dan diperuntukan bagi 122 (Seratus Dua Puluh Dua)
Desa yang tersebar di 10 (Sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Morowali
Utara.

Pasal 4

Besaran ADD Kabupaten Morowali Utara ditentukan berdasarkan

penjumlahan dari perhitungan ADD Minimal dan Proposional.

1. ADD Minimal merupakan dana yang di alokasikan secara merata
keseluruh Desa yang jumlahnya 90% (sembilan puluh persen) dari
keseluruhan ADD.

2. ADD Proposional merupakan dana yang di alokasikan berdasarkan 4
(empat) Indikator dari keseluruhan ADD.

3. Pembagian ADD Proposional berdasarkan 4 (empat) sub indikator,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.
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Pasal 5

Daftar ADD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017 dan penetapan jumlah
Alokasi Dana Desa Kabupaten Morowali Utara yang bersumber dari APBD
Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI MOROWALI UTARA,
TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 1




LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

Rumusan Perhitungan ADD Minimal dan Proposional :

W = Alokasi Dasar + {(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 *
Z4)}

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk
miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa
kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang

bersangkutan

BUPATI MOROWALI UTARA,
TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR



